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Tindak pidana narkoba merupakan extra ordinary crime, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya. Karenanya diperlukan penanganan yang berbeda pula dari tindak pidana konvensional. Kasus-kasus narkoba memiliki kekhususan dalam penyelidikan dan penyidikan. Inilah salah satu pendekatan penggunaan diskresi dalam kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan diskresi yang demikian oleh penyelidik ataupun penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam penggunaan kewenangan diskresi masih banyak yang bertentangan dengan asas spesialitas maupun asas rasionalitas. Kewenangan diskresi bukanlah kewenangan yang tidak tanpa batas, dan oleh karenanya dalam penggunaan wewenang harus memperhatikan tujuan wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas) dan kode etik. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Apa yang  melatarbelakangi penyidik Polri menerapkan diskresi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika ? dan (2) Praktik penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang latar belakang penyidik Polri menerapkan diskresi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan  narkoba dan praktik penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin “canggih”, maka upaya yang dilakukan oleh Polri pun harus dapat mengimbangi modus operandi peredaran/perdagangan gelap narkoba oleh pelaku tindak pidana ini. Cara-cara yang digunakan tentu berbeda dalam menangani tindak pidana yang sifatnya konvensional. Tidak menutup kemungkinan, pada saat penyidik melakukan penyidikan penyalahgunaan narkoba dihadapkan pada situasi khusus yang dapat menghambat penyelidik untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba. Adanya kondisi dan situasi demikian, memberikan inisiatif bagi penyelidik untuk bertindak menggunakan pola penyelidikan yang bersifat khusus dengan menerapkan diskresi.
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